ABSTRAK

Keterbatasan konsumen dalam memelihara dan memperbaiki barang elektroniknya terhadap akses
informasi dan komponen suku cadang asli yang disebabkan oleh kontrol manufaktur elektronik
dalam adanya indikasi upaya penguasaan pasar yakni terhadap pembatasan penjualan suku cadang
Original Equipment Manufacturer (OEM), pembatasan perbaikan dari pihak ketiga toko reparasi
independen dan tertutupnya akses informasi dalam memperbaiki komponen elektronik serta
penciptaan barang elektronik dengan predatory design yang sulit untuk diperbaiki. Menempatkan
konsumen pada ketidakberdayaan terhadap pelaku usaha. Padahal dalam Pasal 7 huruf b UU Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa
pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan petunjuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
serta pada pasal 25 disebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan suku cadang.
Namun aktualisasi dari pasal tersebut belum dioptimalkan dengan baik dan belum adanya
pengawasan yang cukup terhadap pasar suku cadang dan jasa perbaikan. Sehingga tulisan ini akan
membahas mengenai permasalahan produsen elektronik dalam mereduksi hak-hak konsumen dan
upaya solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut agar mewujudkan ekonomi
sirkular. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif. Adapun solusi yang dapat
dilakukan adalah melalui pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap UU Perlindungan
Konsumen; perubahan terhadap Permendag 26 tahun 2021 mengenai pertambahan masa kewajiban
purna jual suku cadang dan kewajiban memberikan panduan pemeliharaan dan perbaikan;
reformulasi pasal 44 UU Hak cipta mengenai kepentingan yang wajar; penerapan sistem Repair dan
Durability Rating mengenai detail taraf perbaikan pada produk elektronik; standarisasi komponen
perangkat elektronik; penerapan kewajiban terhadap produsen agar dapat menjual suku cadang
kepada konsumen dan UMKM.
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ABSTRACT

Limitations of consumers in repairing their electronic goods with respect to access to information
and original spare parts components caused by electronic manufacturing controls, in the presence
of indications of market domination efforts. From restrictions on sales of Original Equipment
Manufacturer (OEM) spare parts, restrictions on repairs from third-party independent repair shops
and closed access to information in repairing electronic components and the creation of electronic
goods with predatory designs that can be damaged easily. Placing consumers on the powerlessness
of business actors. Whereas Article 7 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer
Protection (Consumer Protection Law) states that business actors are required to provide
instructions for use, repair and maintenance, and Article 25 states that business actors are required
to provide spare parts. However, the actualization of the article has not been optimized properly
and there is not enough supervision on the spare parts market and repair services. So this paper
will discuss the problems of electronic producer schemes in reducing consumer rights and solutions
that can be done regarding these problems in order to realize a circular economy. The research
method uses a normative juridical approach and a comparative study using qualitative research
with secondary data. As for the solution that can be done is through the government to enforce the
law on the Consumer Protection Act; amendments to Permendag 26 of 2021 regarding the increase
in the after-sales obligation period for spare parts and the obligation to provide maintenance and
repair guidelines; reformulation of Article 44 of the Copyright Law regarding reasonable interests;
implementation of the Repair and Durability Rating system regarding the detail level of repair on
electronic products; implementation of obligations to producers in order to be able to sell spare
parts to consumers and MSMEs.
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